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BAB III 

PENUTUP 

 

A.  Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang telah dilakukan oleh 

penulis, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa penerapan syarat 

subyektif  sebagai dasar penahanan tersangka oleh penyidik Polresta 

Yogyakarta apabila : 

a) Sudah terpenuhinya semua syarat obyektif untuk melakukan 

penahanan. 

b) Adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa 

tersangka akan melarikan diri, misalnya tersangka yang tidak 

mempunyai identitas atau alamat yang lengkap dan jelas. 

c)  Adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa 

tersangka akan merusak dan menghilangkan barang bukti, 

misalnya dalam proses penyidikan barang bukti yang ditemukan 

penyidik belum cukup. 

d)  Adanya keadaan yang menimbukan kekhawatiran bahwa 

tersangka akan menggulangi perbuatannya. 

e) Tersangka tindak pidana tidak kooperatif dalam rangka 

mendukung kelancaran penyidikan. 

f) Tersangka tindak pidana bukan merupakan tulang punggung 

keluarga. 



 

 

55 
 

 

B.  Saran 

1. Permasalahan penahanan haruslah disesuaikan dengan hukum yang 

berlaku di Negara kita sehingga penyimpangan ataupun pelanggaran 

terhadap tersangka dapat ditekan sekecil mungkin. 

 

2. Pori sebagai penyidik dalam mengambil tindakan dan penilaian harus 

tetap berdasar pada undang-undang dan hak asasi manusia serta tidak 

bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga 

penggunanan wewenang ini tidak bisa hanya menggunakan pendekatan 

kekuasaan, akan tetapi harus mempertimbangkan hak asasi manusia dan 

fungsi kepolisian yang melekat pada eksistensi lembaga kepolisian. 
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